31

Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor - 43
Tahun 2001 '

KERPUTUSAN WALIKOTA MOGIJOKERTO
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KOTA MOJOKERTO
‘WAL IKDTA MOJDKERTO

bahwa sebagal upava untuk meningkatkan Kedudu
kan dan peranan wanita perlu lebih dimantapkan
dan dikembangkan sebagai mitra sejajar pria
vang sSelaras, serasi dan seimbang agar  mampu
mamberikan sumbangan yang sebesar—besarnva

bagi proses pembhangunan di segala bidang s

bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan
guna lebih meningkatkan kelancaran pelaksanaan
tugas Tim FPengelcla Peningkatan Peranan Wanita
Kota Mojokerto sebagaimana diatur dalam
Keputusan Walikotamadva Kepala Daerah Tingkat
II Mojokerto Nomor 25 Tahunt 19946, maka i
pandang perlu menvempurnakan dan mengatur
kembali Susunan  keanggeotaan Tim dimaksud
yvyang ditetapkan dJdengan Keputusan Waliknta
Mojokerto.

Undang—-undang Nomor 17 Tahun 1930 tentang Pem
bentukan Daerab Kota Kecil dalam Lingkurnigan
Fropinsi Jawa Timuwr/Jawa Tengah/Jawa Barat;
Undang-—-Undang Namor 22 Tabhun 1999 tentang Peme
rintahan Daerah ({ Luombaicran Negara No. 60,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 );
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tabun 1982 ten
tang Perubaharn Batas Wilavah Kotamadya Daerah
Tingkat II Mojokerto ( Lembaran Negara Tabun
1982 Nomor 74 ,Tambahan Lembaran Negara Naomor
3242 )



Memperhatikan 1 1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5
Tahun 19295 tentang Peningkatan Peran Wanita
Dalam Pembangunan di Daerah ;

2. Instiruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun
1924 tentang Petuniuk Tehnis Pe2laksanaan Pernge
lolaan Program FPeninglkatan Peranan Wanita
Dalam Fembangunan di Daerah ;

3. Surat Sekretaris Menteri Negara Urusan Peranan
Wanita tanggal 17 Mei 1996 Nomor =@ B-1531/
SET/MENUPW/V/1294, perihal Inventarisasi Pem--
bentukan Tim Fengelola P2W dan Settap Tim

FPengelola P2W seluruh lndonesia.

MEMUTUSKAN

Menatapkan : KEFUTUSAN WALIKOTA MDJOKERTO TENTANG TIM PENGE-
LOLA PENINGKATAN FERANAN WANITA KOTA MOJDKERTO.

fasal M

Dengan reputusan ini, Tim Perigelola
Feningkatan Feranan Wanita Kota Mojokerto,
disempurnakan dan diatur xembals dengan susunan
keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran

Keputusan ini.

Fasal 2

(1) TFim sebagaimana dimaksud dalam Paszal 1
merupakan suatu wadah koordinasi vang memban-—
tu Walikota Mojokerto dalam perencanaan,
pelaksanaan, monitoring dan evaluasi Pragram

Peningkatan Peranan Wanitaj

(2) Sebagai Drganisasi Non Struktural Tim Penge-
lola dimaksud pada avat (1)Pasal ini, dalam
pelaksanaan tugasnya berada dibawalh dan
bertanggung Jjawab langsung kepada Walikota

Mojiokerto.



Fasal 3

Tim Pengelola sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 , mempunyai tugas pokok menyeleng—
garakan Usaha Peningkatan Peranan Wanita di
Daerah sesuai dengan kebijaksanaam vang digarig-—

kan oleh Pemerintah Propinsi Jawa Timur.
Pasal 4

Untuk kelancaran'pelaksanaan kegiatap,
Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

dibagi atas :

a. Tim Pengelola Inti;
b. Sekretariat Tetap;

c. Kelompok—kelompok Kerja.
Fasal 5

(1) Tim Fengelonla Inti sebagaimana dimaksud

dalam huruf a Pasal 4 mempunyai tugas @

a, Menyusun / merumuskan kebijaksanaan dan
usaha peningkatan Peranan Wanita sesuai
dengan kebijaksanaan vyang digariskan
oleh Pemerintah Propinsi Jawa Timur;

b. Mengkoordinasikan perencanaan dan pelak-
sanaannya sesuai dengan kebijaksanaan
Femerintah Kota Moiokerto;

¢. Mengadakan FRapat Keordinasi secara ber
kala setiap 3 {(tiga ) bulan sekali atau
sewaktu—wattu diperlukan;

d. Mengadakan panerangan dan fpenyuluhan  da
lam rangka mengembangkan iklim sosial
budaya yang mendukung kemajuan wanita;

e. Melaporkan hasil pelaksanaar tugas ke

pada Walikota Mojokerto.




(2)

Susunan keanggotaan Tim Pengelola Inti
dimaksud pada ayat (1) FPasal ini, sebagai-
mana tercantum dalam huruf a lampiran angka

I Keputusan ini.

Pasal &

/1) Sekretariat Tetap sebagaimana dimaksud dalam

(2)

huruf b Pasal 4 menpunyai tugas @

a. Merumuskan kebijaksanaan dan mengendali
kan pelaksanaan progiram, mengkoordinasi-
kan kepgiatan pemantauan (monitoring) dan
evaluasi program lintas sektoral terha
dap Semua perkembangan pelaksanaan
kegiatan serta  merumuskan pemecahan
langkah-langkah masalah yang timbul
dalam Usaha Peningkatan Peranan Wanita
di Daerah;

b. Menvelenggarakan pelavanan administrasi
untuk keberhasilan tugas dan fungsi  Tim
Pengelola Faningkatan Peranan Wanita di
Daerahy

c. BSebagai pusat informasi Peningkatan Pe

ranan Wanita (P2N) di Daerah.

Susunan Keanggotaan Sekretariat Tetap
dimaksud pada ayat (1) Pasal 2 sebagaimana
tercantum dalam huruf B lampiran angka 1

Keputusan ini.

Pasal 7

{1} Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam

huruf © Pasal 4 mempunvai tugos :




(2

—

(3)

(1)

a. Memberikan pemikiran - pemikiran atau
saran—ssran  tehnis ,mengenai  masalah-
masalah tertentu yang menerlukan
pemecahan ;

k. Pertgelolaan koordinasi lintas sektoral
pada masalabh-masalah tertentus

€. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan

oleh pelaksana Selretariat Tetap.

Kelompok Kerja dimaksud pada ayat (11) Pa
sal ini terdiri dari :

a. Kelompok Keria Feningkatan Peranan Wa-
nita Menuiu Keluarga Sehat dan Sejah-
tera( P2W-K&3);

b. Kelompok Kerja FPeningkatan Peranan Tena-
ga Kerja Wanitas

c. Kelompok Kerja Bina Keluarga dan Balita;

d. Kelompok Keria Latihan Kepenimpinan
Wanita 3

e. Kelompok Kerja Daerah Studi Wanitaj

f. Kelompok Kerja Pengembangan Iklim Sosial
Budavyas

9. Kelompok Keria Berakan Sayang lbu (GSI);

Macing-masing Kelompok Ferja dimaksud pada
ayat (Z) pasal ini, merupakan kordinasi
kegiatan program—-program yvang keanggotaan
nya terdiri dari berbagai macam Instansi
dan unsur yang terkait.

Pasal B

Kelompok Keria sellagaimana dimaksud dalam
huruf  a ayat (2) Fasal 7 wmempunyai tugas
mengkaji dan mengkoordinasi%an penyusunan
program, pelaksanaan, serta pengendalian
mencakup kegiatan pengumpulan data, anali-—
sis, pemantavan, evaluasi, penyu suUnNan
laporan dan pemberian saran dalam rangka
koordinasi operasional program P2wW-KSS pada
tingkat Penvyusunan program dan pelaksa—
naannyas



(2)

(1)

(2}

(1)

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakal Kota
Mojokerto dan Kepala Dirnias Kesejahteraan
Sosial Kota Mojokerto dJditetapkan sebagai
koordinator Kelompok Kerja dimaksud pada

avat (1) Paszal ini.
Fazal <9

Kelompok Kerja sebagai dimaksud dalam buruf
b ayat (2) Pasal 7 mempunyai tugas mengka-
ii dan mengkoordinasikan Penyusunan Pro-
gram, pelaksanaan serta pengendalian menca-
kup kegiatan pengumpulan data, analisis,
pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan
dan pemberian saran dalam rangka koordinasi
operasional program  Peningkatan . Peranan

Tenaga Kerja Wanita j;

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Moinokertno
sebagai koordinator Kelompok Kerja gimaksud

pada ayat (1) Fasal ini.
Pasal 10

Kelompok Keria mebagai dimaksud dalam huruf
c avat (2) Pasal 7 mempunyai tugas menghka—
ji dan mengkoordinasikan Penyusunan Pro—
gram, pelaksanaan serta pengendalian menca-
kup keoiatan pengumpulan dasta, analisis,
pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan
dan pemberian saran dalam rangka koordinasi
nperasinnai program Bina Keluarga dan
Balita pada Tingkat penyusunan program dan

pelaksanaannvas

¥epala Dinas Kesehatan Kota Mojokertn dan
Kepala Kantor Badan Koordinasi Keluarga
Berencana Nasional Kota Mojokerto ditetap-
kan sebagai koordinator Kelompok Keria
dimaksud pada avat (1) Pasal ini bersama-—
sama dengan Kepala Dinas Kesejahteraan

Sosicel Kata Mojokerto



(1)

(2)

(1)

{2)

(1)

(2)

Fazal 11

Kelompok Keria sehagai dimaksud dalam huruf
d ayat (2) Pasal 7 mempunyal tugas meno—
koordinasikan Penyusunar Program, pelaksa-
naan serta pengendalian mencakup kegiatan
pengumpulan data, analisis, pemantauan,
evaluasi, penyusunan laporan dan pemberian
saran dalam rangka koordinasi operasioanal

program Latihan Kepemimpinan Wanitas;

Kepala Dinas Fendidikan dan Kebudayaan
Kota Mojokerto ditetapkan sebagai koordina-
tor Kelompok Kerja dimaksud pada ayat (1)
Pasal ini .

Pasal 12

Kelompok Kerja szbagai dimaksud dalam huruf
e ayat (2) Pasal 7 mempunyai tugas melaku-~
kan pemantauan, pengkajian  dan anaiisis
terhadap masalabh-masalah vang berkaitan
dengan upaya Peningkatan Peranan Wanita
serta memberikan sarar-saran pemikiran
dalam rangka memacu (Jpava Peningkatan

Peranan Wanitas

Kepala Baden Fembardayaan Masyarakat Kota
Mojokerto ditetapkan sebagai koordinator
Kelompok Kerijia dimaksud pada avat (1) Pasal
ini.

Pasal 13

Kelompok Kerja sebagai dimaksud dalam buruf
f ayat (2) Fasal 7 mempunyai tugas melaku-—
kan koordinasi, pemantauvaan, evaluasi ,
peiyusunan lapoiran dan analisis dalam
rangka koordinasi operasional program
Pengembangan Iklim Sosial Eudavas

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlin
dungan Masvarakat Kota Mojokerto dan Kepala
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Mojio-
kerto ditetapkan sebagai koordinator Keiom—
pok Kerja dimaksud pada avat {1} Pasal inpi.



{1)

(2)

()

FPasal 14

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana
dimaksud dalam pagal 3 ditingkat Kecamatan
dibentuk kKelempok Fzlaksanan Penanganan
Upaya Feningtatsn Peranan UWanite Tingkat
Kecamatan dengan Camat sebagai  penanggung—
jawab dan susuian kesarggotaannya sebagail
mana tercantum dalam lampiran angka 11

Keputusan ini:

FPelaksana tugas dimaksud peda ayat (1)
Pasal ini, di Tingkat Kelurahan dibentuk
Pelaksana Fenanganan Upaya Peningkatan
Peranan Wanita di tingkat Kelurahan dengan
Kepala Kelurahan sebagai Penanggungliawab
dengan susunan keanggotaannya sebagaimana
tercantum dalam lampiran angka ITT Xeputu-

san ini

Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (L.KMD)
memeganyg paranan penting dalam pelaksanaan
tugas dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal 1ini,
dennan, melibatkan peran pemuda dan  wanita
melalui wadah Fembinaan Kesejahteraan
Keluarga (FKK);

Fasal 19

Tim Pengelola Peningkatan Peranan Wanita
sebagaimana dimaksud dalam Fasal 1 mengada-
kan rapat-rapat vntuk membabas perencanaan
program pelaksanaan, pembinaan dan pe
ngendalian aperasional wusaha Peningkatan
Feranan Wanita secara aterpadu, sehingga
diperoleh adanya keserasian tindakan sertza
sinkronisasi dalam kegiatan bersama dengan

semuda Dinas/Instansi yvang terkait;




{2} Rapat-rapat dimaksud pada ayat (1) Pasal

ini, adalah 3

a. Rapat Kﬁordinasi secara lengkap diadakan
secara barkala paling sedikit & (enam)

bulan sekali:

k. Rapat koordinasi sékretariat tetap di
adakan &ecara berkala paling sedikit 3
(tiga) bulan sekali dan apabila dipan-
dang perlu dalam keadaan tertentu, kKetua
dapat mnqundang rapat  baik dengan
anggota lengkap maupun dengan anggota
tertentu sesuai dengan kebutuhan.

Fasal 1é&6

(1) Biaya pelaksanaan tugas Tim Pengelola Pening

(1)

katan Peranan Wanita menjadi tangqurg-jawab
masing-masing Instansi yang menangani sesuai
dengan fungsinya dan untuk biava koordinasi
serita operasional wmenjadi beban Anggaran

Fendapan dan Belanja Daerah Kota Mojokerto:

Biaya pelaksanaan tugas ditingkat Kecamatan
dan Keluranan disesuaikan dengan pembiayaan
Daerah serta menjadi beban Anggaran Pen-—
dapatan dan Pelanija Daerah Kota Mojokerto

dan biaya-biaya lain untuk itu .
Pasal 17

Camat mengadakan penyesuaian susunan organi-
saeli dan tata keria Kelompok Pelaksana
Fenanganan Upava Peningkatan Peranan  Wanita
tingkat Kecamatan dan melaporkan pelaksa-—
naaan tugasnya kepada Walikota Mojokerto

secara berkala zsetiap 3 (tiga) bulan sekali-



(2) Dalam melaksanakan kegiatannya Tim Pengelola
Peningkatan Peranan Warnita Kota Mojokerto
dan Kecamatan dapat mengadakan Ekonsultasi
dengan Instansi lain dan mengikutsertakan
arganisasi masyarakat.

Fasal 18

Fada saat Keputusan Walikota ini berlaku,

maka Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Mujokerto Nomor 3 25 Tahun 1995
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Keputusan MWalikota ini mulai berlaku pada
tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,memerintah-
kan pengundangan Kepitusan Walikota ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kota Majokeirto

Ditetapkan di Mojokerto
pada tavggal 31 Agastus 2001
WALTKOTA MOJOKERTO
ttd

. _ TEGOEH SOEJONO, S.H.
Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 31 Agustus 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOXERTO
ttd.

SUTARNOG SH
Pembina Utarna Muda
NIP. 010072 183

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTC
TAHUN 2001 NOMOR 43
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LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO

MEIMOR : 43 TAHUN 2001
TANGGAL : b1 AGUSTUB 2001

I. SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA FPENINGKATAN PERANAN
WANITA KOTA MOJOKERTO

A. SUSUNAN KEANEGDTAAN TIM PENGELOLA INTI

NOMOR JARATAN DALAM TIM KETERANGAN
1 2 3
A Penanggungjawab Walikota Mojokerto
a. Ketua Lmum Sekretaris Daerah Kota Mojokerto
h. Ketua I ¥epala Badan Ferencanaan Pemba-

ngunan Kota Mojokerto

. Ketua Il Xetua Tim FPenggerak FPEK Kota
Moliokerto

a. Selkretarie I fAsisten Administrasi Uerum dan
Pembangunan Sekretariat Dserah
Kota Mojokerto

h. Sekretaris Il Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan
FPerlindurnign Masyarakat Kota Moic
kerto

c. Sekretaris 111 Kepala Padan Pemberdayaan Masya-

rakat Kota Mojokerto.

fAnggota-Anggota : 1. Kepala Dinas Tenaga Kerja
Kota HMoioukerto

2. Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudaysan Kota Mojokerto

3. kepala Dinas Kesejahteraan
Gocial Kota Mojokerto

4. Kepala Dinas Kesehatan Kota
Mojokerto

5. Kepala Dinas Perindustrian,Per
dagangan dan {Penanaman Modal
Kota Mojokerto

6. Kepala Kantor Departemen Agama
Kota Moiokerto

7. Kepala Kantor Badan Koordinasi
Keluarga Berencana hWasional Ko
ta Mojiokerto

8. Kepala Dinas kKebersihan dan —
Pertamanan Kota Mojokerto

?. Kepala Dinas Informasi dan -
Komunikasi Kota Mojokerto

10.Kepala Badan FKesatuan Bangsa
dan Perlindungan Masvarakat
Kota Mojokerto




[P

S

J1l.Kepala Sub Dinas Bina Swadaya
Sosial pada Dinas Kesejahtera-—

an Sosial Kota Mojokerto

12.Kepala Dinas Paertanian Kota

Maojckerto

13.Kepala Dinas Pekerjaan Umum

Kota Mojokarto

14.Kepala Bagian Ferekonaomian, S
kretariat Daerah Kota Mojokerto

15.Kepala Bagian Hukum, Sekretari

at LD#erab Kota Mojokerto

l4.Kepala Bagian Pemerintahan,Se—
kretariat Dasrah Kota Meojokerto

17 .Kepala Dinas kKoperasi dan liga
ha Kecil Mesnengah Kota Mojoker

to

ig.Kepala Dinas Kependudukan

Kota Mojokerto

B. SUSUNAN



B . SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TETAF

NOMDR JABATAN DALAM TIM KETERANGAN
1 2 3
A a.kKetua 1 Kepata Dinas Kesejahteraan Sosial
Fota Maojokerto
b.Ketua II Kepala Badan Pemberdayaan Masyara
kat Kota Mojokerto
B a. Gekretaris I Kepala Sub Dinas Bina Swadaya
Sosial pada Dinas Kesejahteraan
Sorsial kota Mojokerto
b. Sekretaris II Kepala Bidang Perencanaan Pem—
bangunan III pada BAPPEDA Kota
Moiokerto
c. Sekretaris IIl Kepala Bidang Sosial Budaya Masya
rakat pada Badan Pemberdayaan
Masyarakat Kota Mojokerto
C aAnggota—-Anggota 3 1. Na;il dari Dinas Tenaga Kerlie

Kota Mojokerto

2. Wakil dari Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Kota Mojokerto

3. Wakil dari Dinas Kesejahteraan
Sosial Kota Mojokerto

4, Wakil dari Dines Kezehatan
Kota Mojokerto

%. Wakil dari Dinas Perindustrian
Perdajangan & Penanaman Modal

4. Wakil dari Kantor Dap. Agama
Kota Majokerto

7. Wakil dari Kantor Badan Koordi
nasi Keluarga Berencana Nasio-
nal Kota Mojokerto _

B. Wakil dari Diras Pertanian
Kata Moickerto

9..Wakil dari Dinas Informasi dan
Komunikasli Kota Mojokerto.

10.Wakil dari Badan Kesatuan Bang

: sa & Perlindungan Masyarakat
kota Mojokerto

11.KWakil dari Dinas Pekerjaan -
Umum Kota Mojokerto.

12.Wakil dari Bag.Perekonomian,S5e
tretariat Darrah Kota Moiloker-
0.

13.uWakil dari Bag.Hukum,Sekretari
at LDagrah Kota Mojokerto

14.Wakil dari Bag.Pemerintahan,Se
kretariat Daerah Kota Mojokerto

15.Wakil dari Dinas Koperasi dan
Usaha Kacil Menengah Kota
Mojolkerto

l6.Wakil dari Pinas Kependudukan-—
Kota Moiokerto

17.Wakil dari Tim Penggerak FKK
Kota Mojokerto




I1. SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA FENANGANAN
UPAYA PENINGKATAN PERANAN WANITA KECAMATAN

NOMOR

JABATAN DALAM TIM

KETERANGAN

2

3

Feranggung Jawab
A. Kaetua
b. Wakil

Selkretarisg
Waskil

Arnggota—-anggota :

Camat
Bukratoris Kecamatan
Ketua Tim Fenggerak PXK Kecamatan

Kasi Pembangunan Masyarakat
Kelurahan

Kasi Kesejahteraan Scsial dan
Lingkungan Hicdup

a. kKepala FPuskesmats

b. Kasi Pemerintahan

C. Mantri Statistik

d. Kepala KUA

2. Kepala Kantor Depdikbudcam

f. Kepala Cabang Dirnas P&K Keca-
matan

g. Petugas Sosial Kecamatan
h. Mantri Fertapian

i. Badan Penyuluh Fartanian
J- Juru Pererang Kecamatan

k. Dipas/Instamsi/lLembaga vang
dipandang periu.

1. Unsur Tim Panggerak PKK

Kecamatan




I11.SUSUNAN KEANGGDTAAN TINGKAT KELURAHAN

NCMOR JABATAN DALAM TIM KETERANGAN
1 2 3
1. FPenanggung Jawab Kepala Kelurahan
2. a. Ketua Sekretaris Kelurahan
b. Wakil Ketua Keﬁua TP. PKK Kelurahan
3. a. Sekretaris Sekretaris TP.PKK Kelurahan
b. Wakil Sekretaris Kepala Urusen Kesejatteraan
Rakyat
4. Anggota—-anggota a. Heksi-seksi LKMD

b. lLembaga—~lembapa Kemasyarakat-
. an di Kelurahan

<. Petugas Lapangan Instansi /
PDinags Lembaga di Kelurahan

¢d. Unsur Tim Penggerak PKK Kelu
rahan.

WALIKOTA MOJOKERTO
 ttd
TEGOEH SOEJONO, $.H.



